
4. Undang-Undang No. ·or 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Le nbaran Negara Republik Indonesia Nomor 130 
Tambahan Lembaran ·~egara Republik Indonesia Nomor 5049); 

3. Unda ng-Undang Nomor ~ 3 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keungan antara Pu sat dan D ierah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2(1 14 No noJ' 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 443~ ); 

2. Undang-Undang Ne, nor 2(, Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembarar Negara Re publik Indonesia Nomor 2831 ); 

1. Undang-Undang Nouor 1 l Taltun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan 
Pokok Pertambangar: (Lem iar.m Negara Republik Indonesia Tahun 
1967 Nomor 22, Tan bahan Lerubaran Negara Nomor 2831); 

a bahwa untuk tertibnya pengol.ihan bahan mineral bukan logam dan 
batu.m sebagai salal satu je.ris penerimaan melalui sektor pajak, maka 
dipandang perlu me netapkan jenis dan harga dasar mineral bukan 
logam dan batuan de Jam wil ayah Kabupaten Buton Tengah; 

b. bahwa sehubungan .lengan m..ksud pada huruf a perlu menetapkan 
Perat uran Bupati Bu: .in Tengah 

BUPATJ BUTON fENGAH, 

PEN ET AP AN JENt, DAN HA {GA DASAR BAHAN 
MINERAL BUKAN LOGAM DA!'' B.\TUAN DALAM WILAY AH 

BUTON T :~NGAH T AHUN 2020 

TENT.~G 

PERATURAN f!UPAr-,1 f:UTON TENGAH 
NOMOR 1~ TAHUN 2020 

BUPATI BUTOJ\. TENGAH 

Mengingat 

Menimbang 

.. ! t 



13 Kepuiusan Menteri .ialam \Jegeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang 
Sistern Administrasi Pajak, Rctribusi dan Penerimaan Pendapatan 
Lain-lain. 

12. Peraturan Daerah Ksbupaten Euton Tengah Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Pajak Mineral Bukan Lo garn dan Batuan; 

11. Peraturan Pemerintal: Nornor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urus.in Pemerintah.in, antara Pemerintah Daerah Propinsi dan 
Peme intah Daerah ~:abupa1en I Kota ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2(11 i7 Nomo r 82 Tambahan Lembaran Negara 
Repuhlik Indonesia N omor 4 73 i ); 

10. Peraruran Pemerinta.: Nomor 6(i Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, 
Tamhahan Lembarar Negara Nornor 4139); 

9 Perat uran Pemerintal. Nornor 6:i Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Nornor 4138); 

8. Peraturan Pcmerint ih Norr.or 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan 
dan Pertanggung Juwaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 20 )0 nomor 202, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Ind.inesia Nomor 4022 ); 

Uncang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
Seb.igaimana telah .liubah du.i kali terakhir dengan Undang-Undang 
nomor 12 tahun 20(1 ·: tentaug I'emerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesis. Tahur 21)08 Nomor 59) Tambahan Lembaran 
Negara Republik In .onesia No mor 4389); 

6. Un.lang-Undang :\lomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan 
Kabupaten Buton 'I engah di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran 
Negara Republik ndones ia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan 
Lembaran Negara It epublik In Ionesia Nomor 5562); 

5. Undang-Undang 1'Jmor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengolaan Lingku: gn Hie.up (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nornor 14C, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia nomor 5: 59); 



(4) Dalam hal nilai pasur dari hasil produksi Mineral Iiuk m Logam dan Batuan sebagaimana 
climaksud pada ayar (3) sulit diperoleh, digunakan ha: ga standar yang ditetapkan oleh Instansi 
yang berwenang da lam bid ang pertambang. in minera l bukan logam dan batuan 

(3) Nilai pasar sebagai.nana d.maksud pada ay t (2) a.ialuh harga rata-rata yang berlaku di lokasi 
setempat di wilayah daerah 

(2) Nilai jual sebagairnana dimaksud pada aya: (1) dihitu ng dengan mengalikan volume basil 
pengambilan deng.m nilai pasar atau harga standa ~ rn asing-masing jenis Mineral Bukan Logam 
clan Batuan 

(1) Dasar pengenaan pajak ad.ilah Nilai Jual Hasil Pengarnbilan Mineral Bukan Logam dan Batuan 

?asal 3 

DASAR PENGLNAAN, T ARJF DAN CAlA PERHITUNGAN PAJAK 

l3AB JI[ 

(2) Pajak Mineral Bukan Louam dan Batuar. sebag aim..na dimaksud pada ayat (1) adalah pungutan 
claerah atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di 
dalam dan/atau permukaan bumi untuk di nanfaatka 1 

(1) Dengan nama Mineral Bukan Logam cl: n Batuan dipungut pajak atas kegiatan pengambilan 
mineral bukan logam dan batuan baik cl .ri sun be: alam di dalam dan I atau permukaan bumi 
untuk dimanfaatkan 

Pasal 2 

NAMA, OBJE:,:DAN SlfBJEK PAJAK 

BAB II 

6. Mineral Bukan Logam dan Batuan adal rn mineral bukan logam dan batuan diluar panas bumi, 
minyak dan gas bumi, sorta air tanah scbagaiman 1 di maksud di dalam peraturan perundang­ 
undangan di bidang mineral clan batubars 

5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bat .. m, yng selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas 
kegiatan pengamhilan m. neral bukan log; - m dan ba uan baik dari sumber alam di dalam dan atau 
permukaan bumi dan atau laut untuk dirr unfaatk.m 

Dalam Peraturan Bupati in: yang dimaksucl Jengar 
l. Daerah adalah Kabupatcn Buton Tenga: 
2. Pemerintah Dacrah adalah Bupati .lan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Duerah 
3. Bupati adalah Bupati Bllton Tengah 
4. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib ke pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat me maksa berdasarkan und .mg-un fang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bari sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Pas:11 l 

KE'[ ENTU <\N UMUM 

BAB r 



BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENG AH TAHUN 2020 NOMOR . 

KOSTANTINUS Bl'KIDE 

SEKRETARIS DAERAH K-\BUPATEN Bl_lTON TENGAH, 

Diundangkan di Labu ngkari 
Pad a tanggal 2 020 

Dietapkan di Labungkari 
pa< la tanggal :>Lj- /t: 2020 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada t3 rggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, 
memerintahkan pengundaangan perturan b .rpati ini clengan menetapkannya dalam berita Daerah 
Kabupaten Buton Tengah. 

BAB Iv 

KETEJ, TUAN PENUTUP 

(5) Penetapan harga dasar sebagaimana yang dirmks id pada lampiran Keputusan ini dapat ditinjau 
kembali setiap 6 ( Enam ) bulan untuk : isesuaikan dengan perkembangan atau kewajaran harga; 

( 4) Harga jenis buhan yang belum terca ~-um da lam lampiran keputusan ini, penetapannya dapat 
dilaksanakan scsuai harga yang berla] u setclah terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati 
Kabupaten Buton Tengah; 

(3) Harga Dasar sebagaimana yang dimal.sud dalarn diktum KESATU merupakan pedoman untuk 
menyesuaikan pada Pcrhitungan Pajal: Mine ~al Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Buton 
Tengah; 

(2) Harga Dasar sebagaim.ina dimaksud d 1 am d iktur i KESA TU dikenakan 20% Penggunaan 
Bahan Mineral Bukan Logam dan Bat..m pad.i R i\B Pembangunan ; 

(l) Menetapkan Jcnis dan Harga Dasar Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah 
Buton Tengah Tahun 2020, sebagaima ia tercann m dalam Lampiran Keputusan ini ; 

Pasal z: 

. ENIS HA ~GA 



BUPATI BUTON TENGAH, 

HAR GA 
CAN DASAR KE TERAN GAN 
AN {Rp) 

9.750 Perm 3 

35.750 Perm 3 

35.750 Per m3 

13.560 Perm 3 

84.500 Per m3 

35.100 Per m3 

32.500 Per m3 

- ....__ . ---- 

NO JENIS MINLRAL BU 
LOGAM D,\N BATL 

---- 

I. TANAH 

2. PASIR 

3. BATU 

4. BATU KAP._IR 

5. KERIKIL PU:AH 

6. SIR TU 

7 . TASIRTU 

: PE \ETAF A:"f JENIS DAN HARGA DASAR 
MI ,ERAI, BIJKAN LOGAM DAN BATUAN 
DAI.AM WllAYAH BUTON TENGAH 
TAlrDN 202 

TE TANG 

N0\10R 
TA. GGAL 

PERATURAN Bl"f>ATI EUTON TENGAH 

~ 
A~lb<t~lV .ID 

¥AMN 
f-1\&'-\ f; KO !l-UM 

LAMP IRAN 


